PERTEMUAN III

AGRARISCH WET (S.1870-55) DAN AGRARISCH BESLUIT (S.1870-118)

Agrarisch Wet (S.1870-55)


Merupakan suatu undang-undang agraria sebagai pokok pangkal dari berbagai ketentuan hukum agraria yang dihasilkan pemerintah Belanda pada saat menjajah Indonesia, diantara sekian banyak produk hukum agraria saat itu terdapat sebuah ketentuan yang dikenal dengan istilah Agrarisch Besluit/Keputusan Agraria (berlaku di Jawa dan Madura), yang mana didalam ketentuan tersebut ada sebuah asas yang disebut Asas Domeinverklaring yaitu suatu pernyataan umum bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya sebagai hak eigendom adalah tanah milik negara.  Berdasarkan asas tersebut, maka golongan Bumi Putera yang memiliki tanah berdasarkan hukum adat harus menyesuaikan atau tunduk pada ketentuan hukum Eropa dengan mengubah status kepemilikan tanahnya sesuai keteentuan KUH Perdata (ex Pasal 570 tentang hak eigendom) agar mereka  tidak kehilangan tanah yang dimilikinya itu.  Apabila ketentuan tersebut tidak diikuti, maka semua tanah rakyat Indonesia menjadi milik negara (Hindia Belanda), kecuali :

1. tanah-tanah swapraja

2. tanah-tanah partikelir

3. tanah hak eigendom milik rakyat Indonesia

4. tanah-tanah hak agrarisch eigendom

menurut pendapat Prof. Mr. Van Vollenhoven, kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan sangat tidak adil bagi rakyat Indonesia.
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